
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KASUPATEN SATANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHANUMUM KABUPATENBATANG

NOMOR 27 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATASKEPUTUSAN KOMISI PEMILIHANUMUM

KABUPATENBATANGNOMOR 2/PW.01/3325/2022 TENTANG

PENETAPAN SATUANTUGAS PENYELENGGARA SISTEM PENGENDALIAN

INTERN PEMERINTAH (SPIP) KOMISI PEMILIHANUMUM

KABUPATENBATANG

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATENBATANG,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 5 ayat (1) dan ayat

(2) huruf c Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor

17 Tahun 2012 ten tang Penyelenggaraan Sistem

Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat

Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

b. bahwa sehubungan dengan adanya Pegawai yang

meninggal dunia dan Pegawai yang mutasi/pindah ke

KPU Kabupaten Batang, untuk itu perlu melakukan

perubahan Satuan Tugas Penyelenggara Sistem

Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten Batang;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana



dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Batang tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten Batang Nomor

2jPW.01/3325j2022 Tentang Penetapan Satuan

Tugas Penyelenggara Sistem Pengendalian Intem

Pemerintah (SPIP) Komisi Pemilihan Umum

Mengingat

Kabupaten Batang.
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor75 Tambahan
Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor3851);

2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang
Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun

1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor3890);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang

Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan
Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor6109);

4. Peraturan Presiden Nomor 126 Tahun 2017
tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor

270);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17

Tahun 2012 tentang Penyelenggara Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan
Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum,

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan



Memperhatikan

Sekretariat Komisi Pemilihan

Kabupaten ZKota (Berita Negara

Indonesia Tahun 2012 Nomor 1153);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun

2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum,

Umum

Republik

Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi

Pemilihan Umum Kabupaterr/Kota (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320)

sebagaimana telah beberapa kali diu bah terakhir

dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5

Tahun 2022 ten tang Perubahan Keempat atas

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun

2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum,

Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten /Kota (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor984);

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14
Tahun 2020 ten tang Tugas, Fungsi, Susunan

Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal
Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi

Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor

443/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis
Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Pemerintah di
Lingkungan KomisiPemilihan Umum;

Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor

1406/PW.01-SD/08/SJ/X/2017 tanggal 20 Oktober 2017
perihal Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah (SPIP) serta Pengisian dan Pelaporan Kartu

Kendali untuk KPU Provinsi/Klf' Aceh dan KPU/KIP
Kabupaterr/ Kota;



Menetapkan

KESATU

KEDUA

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN

BATANG TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN

KOMISI PEMILIHANUMUM KABUPATENBATANGNOMOR

2/PW.Ol/3325/2022 TENTANG PENETAPAN SATUAN

TUGAS PENYELENGGARA SISTEM PENGENDALIAN

INTERN PEMERINTAH (SPIP) KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATENBATANG.

Satuan Tugas Penyelenggara Sistem Pengendalian Intem

Pemerintah (SPIP) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Batang sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan

yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan

keputusan ini.

Satuan Tugas Penyelenggara Sistem Pengendalian Intem

Pemerintah (SPIP) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Batang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU,

melaksanakan tugas sebagai beriku t :

1. Mengkoordinasikan dan memfasilitasi seluruh tahapan

penyelenggaraan SPIP dan memfasilitasi seluruh

kebutuhan atas pedoman dan materi yang diperlukan

untuk melaksanakan SPIP;

2. Membuat draft rencana kegiatan pemahaman, meliputi

jenis pemahaman yang dilakukan, waktu, tempat,

jumlah peserta, biaya sarana dan prasarana;

3. Melaksanakan kegiatan pemahaman (knowing) tentang

SPIP;

4. Melakukan proses pemetaan (mapping), yaitu diagnosis

awal yang dilakukan sebelum penyelenggaraan SPIP

untuk mengetahui kondisi sistem pengendalian intem;

5. Menyusun rencana kerja penyelenggaraan/

pengembangan SPIP;



KETIGA

6. Melaksanakan pembangunan infrastruktur (norming)

meliputi segala sesuatu yang digunakan untuk tujuan

pengendalian, seperti kebijakan, prosedur, standar dan

pedoman untuk melaksanakan kegiatan

penyelenggaraan SPIP berdasarkan hasil pemetaan,

hasil analisis resiko dan evaluasi penerapan SPIP;

7. Melaksanakan internalisasi (forming) kebijakau/

prosedurj'aturan yang sudah dibangun;

8. Melaksanakan pengembangan berkelanjutan dalam

upaya berkelanjutan dalam upaya perbaikan atas

pengendalian intern;

9. Menyusun laporan penyelenggaraan SPIP;

10. Melaksanakan tugas lain yang berhubungan dengan

penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intem

Pemerintah pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Batang.

Satuan Tugas Penyelenggara Sistem Pengendalian Intem

Pemerintah (SPIP) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Batang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU

dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada

Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang.

Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.KEEMPAT

Ditetapkan di Batang
pada tanggal 1 Oktober 2022

KOMISIPEMILIHANUMUM
KABUPATENBATANG

KETUA,

Ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Batang
Kepala Sub B gian Hukum

NURTOFAN

Su



LAMPlRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BATANG
NOMOR 27 TAHUN 2022
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG
NOMOR 2/PW.Ol/3325/2022 TENTANG
PENETAPAN SATUAN TUGAS
PENYELENGGARA SISTEM PENGENDALIAN
INTERN PEMERINTAH (SPIP) KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG

SUSUNAN SATUAN TUGAS

PENYELENGGARA SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP)

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG

No Nama Jabatan Jabatan Dalam
Satgas

(1) (2) (3) (4)

1 Nur Tofan, S.HI Ketua KPUKab. Batang Pengarah

2 Gunadi Fitrianto, S.IP Anggota KPUKab. PengarahBatang

3 Susanto Waluyo, SH Anggota KPUKab. PengarahBatang

4 Aris Setia Budi, A.Md Anggota KPUKab. PengarahBatang

5 Laila Hamidah, S.Pd.I Anggota KPUKab. PengarahBatang

6 Murtadho, S.Sos, M.M. Sekretaris KPUKab. Penanggung
NIP. 19690128 198906 1 001 Batang Jawab

7 Sunu Panji Utomo, S.H. Kasubbag Hukum dan KetuaNIP. 19841110200912 1 001 SDMKPUKab. Batang

Kharis Nurhasim, A.Md Kasubbag Keuangan,
8 NIP. 19701003 199203 1 004 Umum dan Logistik KPU Sekretaris

Kab. Batang

Supratman, S.E Kasubbag Perencanaan,
9 NIP. 19701216 199003 1 004 Data dan Informasi KPU Anggota

Kab. Batang

Kasubbag Teknis

10 Mubaidin, S.E Penyelenggara Pemilu, AnggotaNIP. 19780525200910 1 001 Partisipasi dan Humas
KPUKab. Batang

Abdul Latif, S.IP Staf Subbag Keuangan,
11 NIP. 19840225 200912 1 002 Umum dan Logistik KPU Anggota

Kab. Batang
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